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PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
PELAYANAN FISKUS, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI

(Studi Kasus Pada Karyawan PT Arjuna Maha Sentosa)

ABSTRAK

Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis modernisasi Sistem
administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan dan
sanksi perpajakan terhadap  kepatuhan wajib  pajak orang pribadi dengan
mengambil studi kasus. pada karyawan PT "Arjuna Maha Sentosa. Variabel
independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem
administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan dan
sanksi perpajakan. Sedangkan untuk variabel dependen dalam penelitian ini
adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan penelitian survey.
Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan pada PT Arjuna Maha Sentosa.
Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan simple random
sampling dan diperoleh sampel sebanyak 70 responden. Sumber data yang
digunakan adalah data primer yang diperoleh dari pengumpulan data melalui
penyebaran kuesioner kepada karyawan PT Arjuna Maha Sentosa. Teknik analisis
data menggunakan regresi linear berganda dan untuk pengolahan data
menggunakan program SPSS versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial modernisasi sistem
administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi, pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi, pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan menunjukkan
bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus, pemahaman
peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pelayanan
Fiskus, = Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi
Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak



THE EFFECT OF MODERNIZATION OF TAX ADMINISTRATION
SYSTEM, FISCUS SERVICES, UNDERSTANDING TAX REGULATIONS
AND TAX SANCTIONS ON THE COMPLIANCE OF PERSONAL
TAXPAYERS

(Case Study On Employees Of PT Arjuna Maha Sentosa)

ABSTRACT

This research aims to analyze the modernization of the tax administration
system, fiscus services, understanding of tax regulations and tax sanctions on the
compliance of personal taxpayers by taking case studies on employees of PT
Arjuna Maha Sentosa. The independent variable used in this research is
modernization of tax administration, fiscus services, understanding tax
regulations and tax sanctions. Meanwhile, the dependent variable in this research
is compliance of personal taxpayers.

This research uses quantitative methods with survey research. The
population in this research were employees at PT Arjuna Maha Sentosa. The
technique of determining the sample in this research used simple random
sampling and obtained a sample of 70 respondents. The source of the data used is
primary data obtained from data collection through distributing questionnaires to
employees of PT Arjuna Maha Sentosa. The data analysis technique uses multiple
linear regression and for data processing using the SPSS version 26 program.

The results showed that partially modernization of the tax administration
system has a significant effect on the compliance of personal taxpayers, fiscus
services have no effect on compliance of personal taxpayers, understanding of tax
regulations has a significant effect on compliance of personal taxpayers and tax
sanctions have no effect on the compliance of personal taxpayers. Simultaneously
shows that the modernization of the tax administration system, fiscus services,
understanding of tax regulations and tax sanctions have a significant effect on
compliance of personal taxpayers.

Keywords :  Modernization Of The Tax Administration System, Fiscus
Services, Understanding Of Tax Regulations, Tax Sanctions,
Compliance Of Personal Taxpayers
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak pada suatu kehidupan bernegara baik negara maju maupun
negara berkembang mempunyai peranan yang sangat penting, hal ini
dikarenakan pajak adalah salah satu sumber pendapatan utama pada suatu
negara. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dan salah satu
sumber pendapatan utama negara yaitu melalui pajak, pajak memiliki peranan
yang signifikan dalam keberlangsungan kehidupan bernegara, khususnya
dalam hal pembangunan. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang
dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu -negara. Pajak
merupakan sumber pendapatan negara dalam membiayai seluruh pengeluaran
yang dibutuhkan, termasuk salah satunya adalah pengeluaran untuk
pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, halte, jembatan, jalan tol,
bandara, pelabuhan, stasiun, dan lain-lain.

Pajak merupakan pungutan wajib yang dibayarkan oleh rakyat kepada
negara yang akan digunakan untuk kepentingan bernegara untuk
kesejahteraan masyarakat umum dalam suatu negara tersebut. Menurut UU
KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 ayat 1, pajak

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau



badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak selain merupakan sumber
pendapatan terbesar negara, juga digunakan oleh pemerintah sebagai upaya
untuk mewujudkan kemandirian suatu negara.

Terdapat tiga jenis pemungutan pajak yaitu Self-Assessment System,
Official Assessment System, dan Withholding System. Dari ketiga jenis
pemungutan pajak tersebut, Indonesia menggunakan sistem pemungutan
pajak berbasis Self-Assessment System. Ini berarti tingkat kepercayaan yang
telah diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak sangat besar. Maka dari
itu, agar Self-Assessment System dapat berjalan secara efektif, harus
disejajarkan dengan usaha penegakan hukum dan pengawasan yang rapi
mengenai - kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan - kewajiban
perpajakannya sehingga peningkatan dan penerimaan negara dari sektor
perpajakan - dapat tercapai semaksimal mungkin untuk kemakmuran
masyarakat.

Sektor pajak di Indonesia sebagai penerimaan negara memiliki
peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan sistem pemerintahan
Indonesia. Pada tabel 1.1 anggaran penerimaan negara dalam Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020 menunjukkan bahwa penerimaan dari
perpajakan memiliki persentase terbesar yaitu sebesar 82,62% atau senilai Rp.

1.404.5 Triliun.



Tabel 1.1

Anggaran Penerimaan Negara dalam

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020

Uraian Jumlah Persentase
Penerimaan Perpajakan
a. Penerimaan Pajak Rp. 1.198,8 triliun 70,52%
b. Kepabeanan dan Cukai Rp. 205,7 triliun 12,10%
Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp. 294,1 triliun 17,30%
Hibah Rp. 1,3 triliun 0,08%
Total Rp. 1.699,9 triliun 100%

Sumber : www.kemenkeu.go.id, data diolah 2021

Meskipun penerimaan negara dari perpajakan memiliki kontribusi
yang paling besar, kenyataannya dari tahun ke tahun pemerintah Indonesia
dianggap masih gagal dan belum mencapai 100% dalam merealisasikan target
pencapaian penerimaan negara melalui penerimaan dari pajak. Berikut ini
adalah tabel target dan realisasi penerimaan pajak selama 7 tahun terakhir.

Tabel 1.2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2014-2020

Tahun Target Realisasi Persentase
2014 Rp. 1.072" triliun | Rp. 985,1 triliun 91.90 %
2015 Rp.1.294 triliun | Rp. 1.055 triliun 81,53%
2016 Rp. 1.539 triliun | Rp. 1.283 triliun 83,36%
2017 Rp. 1.283 triliun | Rp. 1.147 triliun 89.40%
2018 Rp. 1.424 triliun | Rp. 1.315,9 triliun 92,41%
2019 Rp. 1.577,6 triliun | Rp. 1.332,1 triliun 84,44%
2020 Rp. 1.198,8 triliun | Rp. 1.070 triliun 89,25%

Sumber : https://www.cnbcindonesia.com, data diolah 2021




Berdasarkan fenomena yang terjadi pada target dan realisasi
penerimaan dari pajak di Indonesia yang terdapat pada tabel 1.2 yang
diperoleh dari cnbcindonesia.com, pada tahun 2014 persentase realisasi
perpajakan sudah mencapai lebih dari 90% dan dapat dikatakan baik. Tetapi
pada tahun 2015 hanya mencapai 81,53% yang artinya terjadi penurunan
sebesar 10% daripada tahun 2014. Selama 5 tahun berikutnya pun tingkat
persentase dari realisasi penerimaan perpajakan yang mencapai angka 90%
hanya pada tahun 2018. Sisanya, untuk tahun 2016, 2017, 2019 dan 2020
persentase realisasi penerimaan perpajakan hanya mencapai pada titik 80%.
Dan ditahun terakhir yaitu pada tahun 2020 melalui perubahan penerimaan
negara dari perpajakan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020
akibat pandemi covid-19, target penerimaan pajak diperkecil dan realisasi
penerimaannya hanya meningkat sebesar 4,81% dibandingkan dengan tahun
2019 dan merupakan peringkat persentase ke 4 terbesar selama 7 tahun
terakhir.

Hasil dari pencapaian realisasi penerimaan pada perpajakan ini, tentu
erat kaitannya dengan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat terjadi karena tidak semua lapisan
masyarakat di Indonesia yang merupakan wajib pajak melaksanakan

kewajibannya dalam membayar pajak.
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Gambar 1.1
Target dan Realisasi Rasio Kepatuhan Wajib Pajak 2015-2020
Sumber : www.kemenkeu.go.id, APBN Kita 2020, data diolah 2021

Pada gambar 1.1 mengenai target dan realisasi rasio kepatuhan wajib
pajak selama tahun 2015 hingga 2020, pemerintah dapat dikatakan konsisten
untuk menambah rasio target kepatuhan wajib pajak setiap tahunnya dan
target tertinggi adalah dititik 85% pada tahun 2019, sedangkan untuk tahun
2020 terjadi penurunan target rasio kepatuhan sebesar 5% dibandingkan
dengan tahun 2019. Pada tahun 2015 dapat terlihat bahwa wajib pajak tidak
patuh sebesar 10% dari target yang diharapkan dan setiap tahunnya tingkat
wajib pajak tidak patuh mengalami penurunan sehingga persentase dari
realisasi kepatuhan wajib pajak hampir mencapai target yang diharapkan.
Pada tahun 2017 rasio kepatuhan wajib pajak mencapai angka 73% yang
artinya sudah lebih baik. Tetapi, pada tahun 2018 rasio kepatuhan kembali
mengalami penurunan menjadi 71%. Meskipun setiap tahunnya kepatuhan

wajib pajak mengalami peningkatan, tetapi realisasinya tidak pernah



mencapai persentase yang ditargetkan oleh pemerintah. Ini berarti masih ada
wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kepatuhan pajak merupakan hal yang penting bagi semua negara, baik
untuk negara maju maupun negara berkembang. Hal ini karena apabila wajib
pajak tidak patuh dalam kewajiban perpajakannya, maka secara tidak
langsung akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan
penghindaran, pengelakan, penyelundupan dan pelalaian pajak. Kepatuhan
wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan, menghitung pajak terutang,
mengisi formulir dengan lengkap dan membayar serta melaporkan pajak
terutang dengan tepat waktu (Laurensia, 2020).

Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan.  memerlukan
kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Seperti yang telah diketahui, di Indonesia
menerapkan sistem self-assessment di mana kepatuhan memenuhi kewajiban
perpajakan menjadi aspek pentingnya. Wajib pajak bertanggung jawab dalam
memenuhi segala kewajiban perpajakannya secara akurat dan tepat waktu.
Dapat dilihat bahwa hingga 31 Maret 2021, Direktorat Jenderal Pajak
Kementerian Keuangan mencatat SPT Tahunan 2020 yang terkumpul dan
telah dilaporkan adalah sebanyak 11.277.713. Secara rinci, jumlah tersebut
berasal dari wajib pajak orang pribadi sebanyak 10.958.636 dan wajib pajak
badan sebanyak 319.077. Pencapaian ini masih di bawah target Ditjen Pajak
yaitu sebesar 15 juta SPT Tahunan 2020 yang terlapor dan menargetkan rasio

kepatuhan berada di level 80% dari total 19 juta wajib pajak terdaftar, artinya



tingkat kepatuhan hingga akhir bulan Maret 2021 baru 59,3% dan masih ada
6,39 juta wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan kewajiban

perpajakannya untuk pajak tahun lalu (https://nasional.kontan.co.id).

Dengan perkembangan zaman pada saat ini dan adanya berbagai
tuntutan dalam bidang perpajakan seperti perbaikan, peningkatan penerimaan,
kesadaran, kepatuhan wajib pajak dan berbagai perubahan mendasar lainnya,
maka dalam bidang perpajakan dilakukan suatu reformasi. Reformasi
perpajakan dimulai dari penyempurnaan kebijakan dan sistem administrasi
pajak sehingga penerimaan negara dari pajak dapat dilakukan dengan
maksimal. Yang menjadi prioritas dalam reformasi perpajakan adalah
menyangkut tentang modernisasi administrasi perpajakan.

Modernisasi merupakan hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan
teknologi- yang terus berkembang sampai saat ini. Istilah-modernisasi
digunakan untuk menyebutkan bentuk perubahan dari keadaan yang kurang
baik menjadi lebih baik dengan harapan akan mendatangkan kesejahteraan
pada lingkungan sekitar. Modernisasi dalam perpajakan dapat dilakukan
melalui sistem administrasi- perpajakan.. Sistem administrasi perpajakan
merupakan kunci keberhasilan dalam suatu kebijakan pajak. Menurut
(Yonica, 2020) salah satu faktor dari tingkat kepatuhan wajib pajak yang
rendah adalah sistem yang digunakan oleh wajib pajak sebagai alat untuk
penyampaian kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, modernisasi administrasi
perpajakan harus dilakukan secara terus menerus sehingga fungsi pelayanan

pada pajak dapat diberikan secara optimal kepada masyarakat. Dengan



adanya modernisasi administrasi perpajakan, diharapkan dapat meningkatkan
kepatuhan wajib pajak secara sukarela, meningkatkan kepercayaan
masyarakat dan meningkatkan integritas aparat pajak.

Dalam rangka memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban
perpajakannya dan sebagai bentuk peningkatan pelayanan yang lebih baik,
Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) melaksanakan peningkatan dan
pembaharuan pada sistem pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)
dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi administrasi. Hal
ini sebagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan
negara dari pajak dapat terealisasi secara optimal sehingga pembangunan
nasional semakin lebih baik. Saat ini, Sistem dalam perpajakan yang
diterapkan di Indonesia sudah modern dan telah berbasis internet. Beberapa
bentuk sistem administrasi perpajakan di Indonesia yaitu e-Registration, e-
SPT, e-Billing, e-Filling, e-Faktur. Sistem administrasi perpajakan tersebut
akan membantu wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
seperti untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, perhitungan pajak
terutang, menyetorkan dan melaporkan SPT secara mandiri.

Dengan sistem administrasi perpajakan yang modern ini diyakini akan
mempermudah wajib pajak dalam melaporkan SPT secara online yang dapat
dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tetapi, pada kenyataannya DJP
mengungkapkan masih banyak wajib pajak yang tidak mengerti dan

mengalami kesulitan serta belum terbiasa mengisi SPT secara online tanpa



panduan dari pegawai sehingga hal tersebut menjadi salah satu penyebab para
wajib pajak tidak melaporkan SPT.

Salah satu faktor sebagai penyebab dari kepatuhan wajib pajak adalah
pelayanan yang diberikan oleh petugas kepada para wajib pajak. Oleh sebab
itu, agar masyarakat dapat berperan aktif dalam melaksanakan hak dan
kewajiban perpajakan, negara dituntut untuk dapat memberikan pelayanan
yang terbaik. Pelayanan fiskus merupakan pelayanan yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bentuk bantuan yang akan diberikan
kepada wajib pajak dalam mengurus atau menyiapkan segala keperluan yang
dibutuhkan oleh wajib pajak khususnya dalam memenuhi kewajiban terkait
dengan perpajakan. Pelayanan fiskus yang baik, ramah, dan sopan akan
memberikan kesan yang positif bagi wajib pajak. Menurut (Lubis, 2017)
pelayanan - yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib ‘pajak akan
mempengaruhi kehadiran dan kepuasan wajib pajak dalam melaksanakan
kewajiban ‘perpajakan, sehingga kualitas dari pelayanan yang diberikan
kepada wajib pajak harus lebih ditingkatkan.

Di awal pandemi yang terjadi pada tahun 2020 membuat tatap muka
secara langsung antar wajib pajak dengan petugas fiskus ditiadakan akibat
adanya tutup sementara kantor pelayanan pajak untuk mencegah penularan
covid-19, pelayanan fiskus tetap masih dapat berjalan yang dilakukan secara
online melalui DJP online, telepon unit kerja dan e-mail. Hal ini dilakukan
agar wajib pajak tetap mendapatkan pelayanan selama pandemi dan agar

wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban pajak.



10

Pemahaman peraturan perpajakan merupakan cara bagi wajib pajak
dalam memahami peraturan perpajakan dan dapat melaksanakannya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku (Mustofa, 2016). Pemahaman peraturan
perpajakan adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak dalam
memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata
cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan Kkegiatan dan
kewajiban perpajakan. Ketika wajib pajak memahami tata cara perpajakan,
maka dapat pula memahami peraturan perpajakan, dengan begitu dapat
meningkatkan pengetahuan dan wawasan terhadap peraturan perpajakan.
Kualitas dari pemahaman atas peraturan yang baik akan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak dalam kewajiban perpajakan. Apabila wajib pajak
tidak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan akan membuat wajib
pajak tidak patuh untuk membayar pajak sebagai bentuk kewajibannya
(Mahfud et al., 2017). Tingkat pengetahuan dan pemahaman peraturan
perpajakan oleh wajib pajak yang semakin tinggi, akan semakin mudah bagi
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
adalah sanksi perpajakan. Sanksi adalah sebuah tindakan hukum yang
dilakukan oleh pihak yang berwenang apabila terdapat pelanggaran terhadap
suatu peraturan yang berlaku. Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa
ketentuan peraturan yang berlaku akan ditaati dan sebagai alat pencegah agar
wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Yonica, 2020).

Implementasi sanksi perpajakan akan memberikan efek jera terhadap wajib
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pajak yang melanggar peraturan dan ketentuan perpajakan dan bertujuan
untuk mewujudkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya. Maka dari itu, sangat penting bagi wajib pajak untuk
mengetahui akibat yang akan diterima jika tidak melakukan kewajiban
perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis
tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH
MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN,
PELAYANAN FISKUS, PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN
DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Karyawan PT Arjuna

Maha Sentosa)”.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Realisasi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban
perpajakannya tidak pernah mencapai target.
2. Tidak semua wajib pajak memahami dan mengikuti perkembangan
modernisasi sistem administrasi perpajakan.
3. Tidak semua wajib pajak merasa puas mengenai kualitas pelayanan
yang diberikan oleh petugas pajak sehingga berpengaruh terhadap

kepatuhan wajib pajak.
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4. Masih rendahnya kepatuhan wajib pajak yang disebabkan oleh
kurangnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan.

5. Kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan yang
akan diterima apabila wajib pajak melakukan pelanggaran dan

ketidakjujuran dalam kewajiban perpajakannya.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

2. Apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi ?

3. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?

4. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi ?

5. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan fiskus,
pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ?



13

D. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini
antara lain :

1. Untuk menganalisis apakah modernisasi sistem administrasi
perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk menganalisis apakah pelayanan fiskus berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Untuk menganalisis apakah pemahaman peraturan perpajakan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Untuk menganalisis apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Untuk menganalisis apakah modernisasi sistem  administrasi
perpajakan, pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan dan
sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi.

E. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian yang dilakukan ini diharapkan akan memberikan
manfaat antara lain :
1. Manfaat Teoritis
a. Bagi Penulis
Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memperluas

wawasan dan pengetahuan serta menambah daya nalar maupun
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analisis  penulis sehubungan dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam
melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya mengenai
pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, pelayanan
fiskus, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
b. Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan
digunakan sebagai referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya
terkait dengan topik dan variabel-variabel yang sama dengan
penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
a.. Bagi Instansi Perpajakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan
saran bagi instansi perpajakan mengenai faktor-faktor yang
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya
mengenai seberapa pengaruhnya modernisasi sistem administrasi
perpajakan, pelayanan fiskus, pemahaman peraturan perpajakan
dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi. Sehingga setelah diketahui mengenai pengaruh dari faktor-
faktor tersebut, diharapkan dapat membantu instansi perpajakan
dalam menegakkan tingkat kepatuhan wajib pajak untuk

melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban perpajakannya.
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b. Bagi Wajib Pajak

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah
pengetahuan bagi wajib pajak dan dapat meningkatkan kepatuhan
wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab kewajiban

perpajakannya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang

dilakukan, penelitian ini dibagi menjadi 5 bagian dengan sistematika

penulisan sebagai berikut :

BAB |

BAB 11

BAB Il

PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

LANDASAN TEORI

Bab ini berisi mengenai gambaran umum teori terkait
variable independen dan dependen, hasil penelitian
terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan hipotesa.
METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis penelitian, objek penelitian,
jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik
pengumpulan data, operasionalisasi variabel penelitian dan

teknik analisis data.



BAB IV

BAB V
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai deskripsi data hasil penelitian
variabel independen dan dependen, analisis hasil penelitian,
pengujian hipotesis dan pembahasan.

PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan, implikasi dan saran.



BAB I1

LANDASAN TEORI

A. Gambaran Umum Teori
1. Pengertian Pajak
Menurut UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada
Pasal 1 Ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.
Pengertian pajak menurut Djajadiningrat dalam (Resmi, 2019, p. 1)
mengatakan bahwa :
“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari
kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian,
dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan
sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah
serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari
negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara
umum.”
Menurut Feldmann dalam buku (Resmi, 2019, p. 1)
mengemukakan bahwa :
“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang
kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan
untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.”

17
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Menurut  Soemitro, dalam buku (Resmi, 2019, p. 1)
mengemukakan bahwa :
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal
balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi :
“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas
negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplus-nya
digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama
untuk membiayai public investment.”
Beberapa ahli pajak dalam (Halim et al., 2020, pp. 1-2) juga
mendefinisikan pajak diantaranya sebagai berikut :
Menurut Seligman mengatakan bahwa :
“Tax is a compulsory contribution from the person, to the
government to defray the expenses incurred in the common interest
of all, without reference to special benefit conferred.”
Menurut Adriani mengatakan bahwa :
“Pajak adalah iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung
dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk mebiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara
yang menyelenggarakan pemerintahan.”
Dari definisi yang telah dijelaskan di atas dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
a. Pajak merupakan arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas
negara.

b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan

pelaksanaannya (yang dapat dipaksakan).
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c. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah.

d. Tidak ada timbal balik khusus yang secara langsung dapat
ditunjukkan.

e. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran
negara, Yyang apabila masih terdapat surplus dari
pemasukannya, dapat digunakan untuk membiayai public

investment dan demi kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Menurut (Halim et al., 2020, p. 4) terdapat 2 fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi Budgetair
Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara,
kurang lebih 60-70 persen penerimaan negara memenuhi postur
APBN. Oleh karena itu, pajak merupakan salah satu sumber
penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun
pengeluaran pembangunan. Contohnya seperti penerimaan pajak
sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

b. Fungsi Mengatur (Regulerend)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan
ekonomi. Contohnya seperti pengenaan pajak yang tinggi terhadap

minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman Kkeras,
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pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong
peningkatan ekspor produk dalam negeri dan memberikan insentif
pajak (tax holiday) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam

negeri.

3. Asas-Asas Perpajakan

Untuk dapat mencapai tujuan dari pemungutan pajak, pemerintah

berpedoman dan memegang teguh pada beberapa asas pemungutan pajak.

Berikut adalah asas-asas pemungutan pajak yang telah dikemukakan oleh

beberapa ahli :

Menurut (Resmi, 2019, pp. 9-10) dalam bukunya yang berjudul

perpajakan teori dan kasus, terdapat tiga asas pemungutan pajak yang

dijelaskan sebagai berikut :

1)

2)

Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara mempunyai hak untuk
mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang
bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam negeri
ataupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang bertempat tinggal di
wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) akan dikenakan pajak
atas penghasilan yang diperoleh, baik dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia.

Asas sumber

Dalam asas ini menyatakan bahwa negara memiliki hak dalam

mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya
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tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak tersebut. Setiap
wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari Indonesia akan
dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya itu.

3) Asas kebangsaan
Pada asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan
dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di
Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang tidak berkebangsaan
Indonesia tetapi bertempat tinggal di-Indonesia.
Menurut Adam Smith (1776) dalam (Halim et al., 2020, p. 2) asas

pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1) Equity
It should be fair to different individuals and should reflect a person’s
ability to pay. Asas ini menyatakan bahwa pemungutan pajak yang
dilakukan harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib
pajak dan negara tidak boleh diskriminatif dalam bertindak kepada
wajib pajak. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, artinya
pajak yang dikenakan kepada wajib pajak harus sebanding dengan
kemampuan membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang didapat.
Adil artinya setiap wajib pajak memberikan uang untuk pengeluaran
pemerintah sebanding dengan kepentingan dan manfaat yang diminta

oleh wajib pajak.
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3)

4)
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Certainty

It should not be arbitrary, it should be certain. Penetapan pajak tidak
ditentukan sewenang-wenang oleh otoritas pajak dan semua pungutan
pajak harus berdasarkan pada undang-undang sehingga bagi setiap
orang yang melanggar akan dikenai sanksi hukum. Oleh karena itu,
wajib pajak harus mengetahui secara pasti dan jelas mengenai besarnya
pajak terutang, kapan harus membayar dan batas waktu pembayaran.
Convenience

It should be convenient in terms of timing and payment. Pada asas ini
menyatakan bahwa pajak yang dipungut harus pada saat yang tepat
bagi wajib pajak dan sebaiknya sesuai dengan saat-saat yang tidak
menyulitkan wajib pajak. Contohnya pada saat wajib pajak baru
memperoleh penghasilan dan disaat wajib pajak memperoleh hadiah.
Efficiency

It should be administratively efficient with a relatively small cost of
collection as a proportion of the revenue raised. It should not cause
economic distortion by affecting the behavior of taxpayers. Asas ini
menyatakan bahwa biaya pemungutan pajak dan beban yang
ditanggung oleh wajib pajak diharapkan seminimum mungkin
sehingga hasil pemungutan pajak lebih besar daripada biaya

pemungutannya.
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4. Jenis-Jenis Pajak
Menurut (Resmi, 2019, pp. 7-8) dalam buku yang berjudul
perpajakan teori dan kasus, terdapat berbagai jenis pajak yang
dikelompokkan menjadi 3, yaitu menurut golongan, menurut sifat dan
menurut lembaga pemungutnya. Penjelasannya adalah sebagai berikut :
1) Pajak Menurut Golongan
Menurut golongannya, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu :
a. Pajak Langsung
Adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan
tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain
sehingga pajak merupakan beban yang harus ditanggung oleh
wajib pajak yang bersangkutan.
Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayar dan
ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang menerima penghasilan
tersebut.
b. Pajak Tidak Langsung
Adalah pajak yang pada akhirnya dapat dilimpahkan atau
dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak
langsung terjadi apabila terdapat suatu kegiatan, perbuatan atau
peristiwa yang menimbulkan terutangnya pajak, seperti terjadi
penyerahan barang atau jasa.
Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai  (PPN). Pajak ini

dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang, tetapi
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dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun
implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).
2) Pajak Menurut Sifat

Jenis pajak juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Terdapat

2 kelompok pajak menurut sifatnya, yaitu sebagai berikut :

a. Pajak Subjektif
Adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi
wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan
subjeknya.
Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh). Pada PPh terdapat subjek
pajak (wajib pajak) orang pribadi. PPh yang dikenakan untuk
orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi dari wajib
pajaknya seperti status perkawinan, banyaknya anak yang dimiliki
dan tanggungan lainnya. Keadaan pribadi wajib pajak tersebut
kemudian akan digunakan untuk menghitung dan menentukan
besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP).

b. Pajak Objektif
Adalah pajak yang pengenaanya memperhatikan objeknya (berupa
benda, keadaan, peristiwa maupun perbuatan) yang menyebabkan
timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan
keadaan pribadi dari subjek pajak (wajib pajak) dan tempat
tinggal.

Contoh : PPN, PPnBM dan PBB.
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3) Pajak Menurut Lembaga Pemungut

Terdapat 2 kelompok pajak menurut lembaga pemungutnya. Berikut

adalah penjelasannya :

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan
untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
Contohnya PPh, PPN dan PPnBM.

b. Pajak Daerah
Adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah
tingkat | (pajak provinsi) maupun daerah tingkat Il (pajak
kabupaten/kota) yang digunakan untuk membiayal masing-masing
rumah tangga daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 20009.
Contohnya :
Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor Dan
Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan di atas Air, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air
Bawah Tanah dan Air Permukaan serta Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor.
Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hiburan, dan Pajak

Parkir.
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5. Tarif pajak

Dalam menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua

unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat

berupa angka atau persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung

jumlah pajak. Menurut (Halim et al., 2020, pp. 8-9), tarif pajak dibedakan

menjadi 4 (empat) yaitu tarif tetap, tarif sebanding, tarif progresif dan tarif

degresif. Penjelasan dari masing-masing tarif adalah sebagai berikut :

a)

b)

Tarif Tetap

Tarif tetap merupakan tarif dengan jumlah atau angka yang tetap,
berapa pun yang menjadi dasar pengenaan pajak sehingga besarnya
pajak terutang tetap. Sebagai contoh yang menggunakan tarif tetap
adalah bea materai. Pembayaran dengan menggunakan.cek atau bilyet
giro, berapa pun jumlahnya akan dipungut pajak sebesar Rp. 3.0000.
Tarif Sebanding (Proporsional)

Tarif sebanding atau proporsional merupakan tarif dengan persentase
yang tetap untuk berapa pun jumlah yang menjadi dasar pengenaan
pajak dan pajak yang dibayar akan selalu berubah secara proporsional
sesuai dengan jumlah yang dikenakan. Sebagai contoh, penyerahan
barang kena pajak akan dikenakan PPN dengan tarif 10%. Dengan
jumlah dasar pengenaan pajak yang semakin besar dengan tarif
presentase yang tetap akan menyebabkan jumlah utang pajak menjadi

lebih besar.
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Tarif Progresif

Tarif progresif merupakan tarif dengan menggunakan presentase yang

akan semakin meningkat apabila jumlah yang menjadi dasar

pengenaan pajaknya juga meningkat. Sebagai contoh, tarif pajak

untuk wajib pajak (WP) orang pribadi dalam negeri yang berlaku di

Indonesia adalah sebagai berikut :

1) Sampai dengan Rp. 50.000.000 akan dikenai tarif pajak 5%.

2) Di atas Rp. 50.000.000 — Rp. 250.000.000 akan dikenai tarif pajak
15%.

3) Di atas Rp. 250.000.000 — Rp. 500.000.000 akan dikenai tarif
pajak 25%.

4) Di atas Rp. 500.000.000 akan dikenai tarif pajak 30%.

Tarif progresif jika dilihat dari kenaikan tarifnya, dibedakan menjadi

sebagai berikut :

a. Tarif progresif progresif, kenaikan persentase pajak semakin
besar.

b. Tarif progresif tetap, kenaikan persentase pajak tetap.

c. Tarif progresif degresif, kenaikan persentase pajak semakin
menurun.

Tarif Degresif (Menurun)

Tarif degresif atau tarif menurun merupakan tarif dengan persentase

yang semakin menurun apabila jumlah yang dijadikan dasar

pengenaan pajaknya meningkat.
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6. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut (Waluyo, 2017, pp. 16-17) dalam bukunya yang berjudul

Perpajakan Indonesia, tata cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1) Stelsel Pajak

Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel yaitu :

a)

b)

Stelsel nyata (riil stelsel)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
objek (penghasilan) yang nyata, oleh karena itu pemungutannya
baru dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan
yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak telah diketahui.
Kelebihan dari stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih
realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat
dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).
Stelsel anggapan (fictive stelsel)

Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada
suatu anggapa Yyang diatur oleh undang-undang. Misalnya
penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya
sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya
pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan dari
stelsel fiktif ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan
tanpa harus menunggu sampai akhir tahun. Sedangkan kekurangan

dari stelsel ini adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada
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keadaan yang sesungguhnya sehingga penentuan pajak menjadi
tidak akurat.

c) Stelsel campuran
Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak merupakan
kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal
tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan.
Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung dan
disesuaikan berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya.
Apabila besarnya pajak berdasarkan kenyataan atau keadaan yang
sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut
anggapan, maka wajib pajak harus membayar - kekurangan
tersebut. Demikian pula sebaliknya, apabila pajak berdasarkan
kenyataan lebih kecil daripada menurut anggapan, maka kelebihan
tersebut dapat diminta kembali.

2) Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga yaitu :

a) Official Assessment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ciri-ciri

Official Assessment System adalah sebagai berikut :
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1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada
pada fiskus.
2) Waijib pajak bersifat pasif
3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak
oleh fiskus.
b) Self-Assessment System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan
wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak
untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya
pajak terutang yang harus dibayar.
¢) With holding System
Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi
wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk memotong
atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang

berlaku.

7. Wajib Pajak, Subjek Pajak dan Objek Pajak
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 2 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan bahwa wajib
pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
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undangan perpajakan. Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa wajib
pajak merupakan setiap orang baik orang pribadi maupun badan yang
melakukan kegiatan berhubungan dengan perpajakan, mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang
berlaku.

Menurut (Resmi, 2019, p. 71) dalam bukunya yang berjudul
perpajakan teori dan kasus, subjek pajak merupakan segala sesuatu yang
memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan dan menjadi sasaran
untuk dikenakan pajak penghasilan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 36 Tahun
2008, subjek pajak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

a) Subjek pajak orang pribadi
Merupakan orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di
Indonesia maupun di luar Indonesia.

b) Subjek pajak warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan,
menggantikan yang berhak.
Warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak penghasilan
dimaksudkan agar pengenaan pajak yang berasal dari warisan tetap
dapat dilaksanakan.

c) Subjek pajak badan.
Badan sebagai subjek pajak merupakan sekumpula orang atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha ataupun yang

tidak melakukan usaha.
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d) Subjek pajak bentuk usaha tetap (BUT).

Bentuk usaha tetap sebagai subjek pajak merupakan bentuk usaha
yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183
hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan
serta tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan

usaha di Indonesia.

Menurut (Resmi, 2019, p. 75) dalam buku perpajakan teori dan

kasus menjelaskan bahwa objek pajak adalah ‘segala sesuatu (baik

barang, jasa, kegiataan, keadaan) yang dikenai pajak. Objek pajak

penghasilan adalah penghasilan, yaitu tambahan kemampuan ekonomis

yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak yang berasal dari

Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia, yang dapat

digunakan untuk konsumsi atau sebagai penambah kekayaan wajib pajak

yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

8. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

a.

Pengertian Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modernisasi
berasal dari kata modern yang berarti terbaru; mutakhir; sikap dan
cara berpikir serta cara dalam bertindak sesuai dengan tuntutan

zaman. Sedangkan modernisasi itu sendiri dalam Kamus Besar Bahasa
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Indonesia (KBBI) berarti proses pergeseran sikap dan mentalitas
sebagai warga dan masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan
tuntutan masa Kini.

Menurut Herbert A. Simon dalam (Pandiangan, 2014, p. 42)
pengertian dari administrasi adalah kegiatan yang dilakukan secara
berkelompok yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan
bersama. Tujuan tersebut tergantung pada fokus yang akan dituju,
misalnya dalam perpajakan seluruh personil yang ada harus bekerja
agar perolehan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat
terlaksana dengan baik serta benar sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Definisi administrasi modern menurut (Septriliani & Ismatullah,
2021) adalah :
“kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisast yang meliputi
kegiatan mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan dan
pengarsipan surat yang dilakukan sesuai dengan tuntutan zaman
atau secara modern dengan memanfaatkan perkembangan
teknologi informasi terkini.

Pengertian administrasi perpajakan menurut (Pandiangan, 2014, p.
43) adalah kegiatan penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan oleh
setiap orang yang ada di dalam organisasi untuk melaksanakan hak
dan kewajibannya di bidang perpajakan. Kegiatan administrasi

perpajakan pada dasarnya bukan hanya dilakukan oleh pegawai yang

mengelola pajak saja, melainkan oleh seluruh orang yang ada dalam
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organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya sepanjang berkaitan

dengan pajak.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah sistem
administrasi dalam bidang perpajakan yang berbasis teknologi
informasi untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan kepada
wajib pajak serta untuk menambah produktivitas kinerja petugas pajak
(Laras, 2020).

. Karakteristik Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan
Beberapa karakteristik dalam modernisasi -sistem administrasi

perpajakan adalah sebagai berikut :

1) Administrasi dalam bidang perpajakan dilakukan melalui sistem
administrasi yang berbasis teknologi informasi.

2).Baik wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan wajib
untuk membayar pajak secara online.

3) Penyampaian SPT Tahunan pajak wajib dilakukan oleh wajib
pajak orang pribadi ataupun badan melalui layanan elektronik (e-
SPT)

4) Kepatuhan wajib pajak secara insentif dilakukan pemantauan.

Tujuan Modernisasi Perpajakan
Tujuan modernisasi perpajakan menurut Liberti Pandiangan dalam

(Nurfauziah & Hak, 2017) adalah sebagai berikut :

1) Untuk mencapai tingkat kepatuhan pajak (tax compliance) yang

tinggi
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2) Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan (trust) yang tinggi dari
wajib pajak terhadap administrasi perpajakan

3) Tercapainya tingkat produktivitas yang tinggi bagi pegawai pajak
dalam memberikan pelayanan kepada para wajib pajak.

. Konsep Umum
Menurut Liberti Pandiangan dalam (Nurfauziah & Hak, 2017)

modernisasi administrasi perpajakan pada dasarnya dilakukan

meliputi:

1) Restrukturisasi organisasi.
Restrukturisasi organisasi sebagai elemen  strategis dalam
meningkatkan efektivitas dan efisiensi penerapan sistem
administrasi pajak modern untuk mencapai tujuan yang diinginkan
dan sebagai ruang untuk mendukung adanya fleksibilitas agar
dapat selalu menyesuaikan kondisi dengan perubahan lingkungan.
Struktur organisasi disusun berbasis fungsi untuk dapat
merealisasikan pelayanan dan untuk meningkatkan pelaksanaan
pengawasan terhadap wajib pajak secara lebih sistematis.

2) Penyempurnaan proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi
komunikasi dan informasi.
Penyempurnaan proses bisnis dalam sistem administrasi pajak
modern menerapkan full automation dengan harapan mampu

untuk menciptakan kegiatan administrasi menjadi lebih mudah,



€.

3)

4)

36

akurat, cepat dan paperless sehingga dengan strategi sistem ini
dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap wajib pajak.
Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia (SDM).

Elemen penting dalam suatu sistem organisasi adalah SDM yang
kompeten dan berintegrasi. Manajemen sumber daya manusia
yang disempurnakan ini dimaksudkan agar sistem menjadi lebih
baik dan lebih terbuka sehingga akan menghasilkan sumber daya
manusia (SDM) yang berkualitas serta lebih baik khususnya dalam
hal produktivitas dan profesionalisme.

Pelaksanaan good governance

Suatu organisasi dan sistem yang ada dapat berjalan dengan baik
apabila terdapat rambu-rambu yang jelas dan konsistensi
implementasi dari rambu-rambu tersebut sebagai pemandu dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Good governance sering
dihubungkan dengan mekanisme pengawasan internal yang
memiliki tujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan
atau penyelewengan didalam  organisasi baik yang dilakukan

secara sengaja ataupun tidak oleh pegawai maupun pihak lainnya.

Reformasi Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan

Reformasi perpajakan di Indonesia yang telah dijalankan sejak

tahun 1983 membuat beberapa perubahan yang mendasar dalam

bidang perpajakan yang ditujukan untuk memberikan kepastian

hukum bagi sistem perpajakan di Indonesia sehingga akan
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meningkatkan penerimaan pajak. Terdapat 3 (tiga) pilar reformasi
pajak, yaitu kebijakan pajak (tax policy), peraturan pajak (tax law),
dan administrasi pajak (tax admministration). Salah satu pembaruan
yang berjalan signifikan dan sebagai kunci dalam pemungutan pajak
adalah pembaruan pada administrasi pajak (tax administrative
reform).

Salah satu bentuk reformasi dalam perpajakan yang dilaksanakan
adalah modernisasi administrasi pelayanan pajak melalui teknologi
informasi dan komunikasi (TIK). Berikut adalah beberapa reformasi
administrasi pajak modern dalam bentuk aplikasi pajak online yang
telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) :

1) E-Registration
Aplikasi e-registration adalah sistem pendaftaran bagi wajib pajak
secara online. Dengan adanya sistem ini memungkinkan subjek
pajak dapat mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak (WP) tanpa
perlu harus datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat
subjek pajak tersebut berdomisili, sehingga akan memudahkan
wajib pajak yang tidak mempunyai cukup waktu untuk datang ke

KPP untuk membuat NPWP. Menurut (Herjawati et al., 2021, p.

4) aplikasi sistem e-registration dibagi menjadi dua bagian, yaitu

yang pertama sistem yang digunakan oleh wajib pajak (WP) yang

memiliki fungsi sebagai sarana pendaftaran wajib pajak secara

online dan yang kedua sistem ini digunakan oleh petugas pajak
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yang memiliki fungsi untuk memproses pendaftaran wajib pajak.
Dalam proses e-registration, wajib pajak hanya perlu untuk
mengisi formulir yang disediakan sesuai dengan petunjuk yang
ada dan melakukan scan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli secara
online. Setelah semua prosedur tersebut telah dilakukan, wajib
pajak hanya perlu untuk menunggu kartu NPWP tersebut selesai
diproses dan dibuat serta dikirimkan ke alamat wajib pajak (WP)
yang terdaftar.

E-SPT

Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi digital 'yang dibuat dan
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai upaya
untuk meningkatkan pemberian pelayanan kepada wajib pajak
yang dapat digunakan dan memudahkan wajib pajak dalam
membuat dan menyampaikan SPT baik SPT Masa maupun SPT
Tahunan. E-SPT dapat digunakan oleh wajib pajak untuk
melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak, objek pajak atau
bukan objek pajak, dan harta serta kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

E-Billing

Aplikasi e-Billing merupakan sistem yang disediakan untuk
membayar pajak secara online menggunakan kode billing. Kode

billing merupakan kode identifikasi yang terdiri dari rangkaian
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lima belas angka yang diterbitkan melalui sistem billing Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) atas suatu jenis pembayaran pajak yang akan
dilakukan oleh wajib pajak. Sistem ini dihadirkan dengan tujuan
untuk memudahkan masyarakat ketika mereka harus membayar
pajak. Dengan menggunakan aplikasi e-Billing wajib pajak dapat
melakukan pembayaran pajak secara lebih akurat dan lebih cepat
serta wajib pajak tidak perlu lagi untuk membayar pajak secara
manual dengan menggunakan surat setoran pajak ke Kantor
Pelayanan Pajak (KPP).

E-Filling

E-Filling atau lapor pajak secara online merupakan suatu proses
penyampaian atau pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)
elektronik yang dilakukan secara online dan realtime dengan
menggunakan koneksi jaringan internet pada situs web Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) atau pada penyedia jasa aplikasi yang telah
ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dapat diakses
dimana saja. Hal ini _dimaksudkan agar wajib pajak dalam
melakukan pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) tidak perlu lagi
secara manual dan datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk
menyampaikan SPT dengan antrian yang panjang dan memakan
banyak waktu sehingga compliance cost wajib pajak dapat

berkurang.
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Proses pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) secara online melalui
sistem ini diawali dengan mengajukan permohonan pembuatan
Electronic  Filling Identification Number (EFIN) dengan
mendatangi KPP terdekat kemudian wajib pajak dapat
mendaftarkan diri serta melakukan pelaporan SPT online di sistem
e-filling pajak. Dengan telah terdaftarnya wajib pajak di sistem e-
filling pajak, wajib pajak dapat melakukan pengisian SPT secara
online ataupun membuat secara offline dengan cara mengunduh
formulir SPT melalui e-SPT kemudian menggugah file CSV

sebagai keluarannya (output-nya) ke sistem e-Filling pajak.

9. Pelayanan Fiskus

Pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki
arti yaitu perihal atau cara melayani; usaha untuk melayani kebutuhan
orang lain; membantu menyiapkan yang diperlukan oleh seseorang.
Sedangkan fiksus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berarti
pegawai atau orang yang bertugas dalam pemungutan pajak. Pelayanan
fiskus dapat diartikan sebagai cara dan usaha yang dilakukan oleh petugas
pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala keperluan dan
kebutuhan yang diperlukan oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban
perpajakan.

Menurut (Fitria et al., 2021) pelayanan fiskus merupakan cara

petugas pajak dalam membantu, mengurus dan menyiapkan segala
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keperluan yang dibutuhkan oleh wajib pajak. Petugas pajak akan

memberikan pelayanan yang maksimum untuk mengambil simpati wajib

pajak sehingga wajib pajak akan menyadari dan memahami pentingnya

melaksanakan kewajiban perpajakan.

Heriyah dalam penelitian (Dewi et al., 2020) mengatakan bahwa

pelayanan fiskus yang prima akan memberikan pengaruh yang positif

untuk wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban dalam perpajakan.

Terdapat lima dimensi pelayanan menurut Komala dalam (Ariani

& Biettant, 2019) yaitu sebagai berikut :

1)

2)

Responsiveness (Daya Tanggap)

Merupakan daya tanggap atau respon yang cepat dan keaktifan dalam
pemberian pelayanan serta ketulusan dalam memberikan pelayanan.
Indikator dari dimensi daya tanggap adalah kemampuan dalam
memberikan pelayanan secara seksama, kepastian informasi mengenai
kapan dan waktu layanan akan dilaksanakan, kesiapan dalam
merespon setiap permintaan pelanggan, dan kesediaan dalam
membantu pelanggan.

Reliability (Kehandalan)

Merupakan pemenuhan pelayanan yang diberikan dengan cepat dan
memuaskan, termasuk kemampuan dalam memberikan jasa secara
akurat atau sesuai dengan yang telah dijanjikan. Indikator dalam
dimensi ini yaitu komitmen untuk melaksanakan layanan tanpa

kesalahan, kemampuan dalam merealisasikan janji pada waktu yang
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telah ditetapkan, ketulusan untuk membantu mengatasi masalah yang
terjadi, kemampuan dalam melakukan pelayanan pada kesempatan
yang pertama.

Empathy (Empati)

Dimensi ini menyatakan bahwa adanya kemudahan dalam melakukan
komunikasi dengan baik dan pemahaman mengenai kebutuhan
pelanggan. Indikator empati adalah perusahaan memberikan perhatian
secara individu kepada pelanggan, memiliki jam operasional yang
nyaman bagi semua pelanggan, mampu memahami kebutuhan spesifik
dari pelanggan dan dapat melayani dengan sangat baik.

Assurance (Jaminan)

Merupakan pengetahuan dan kemampuan pegawai dalam melayani
pelanggan dengan sopan dan ramah. Indikator dalam dimensi jaminan
yaitu perilaku pegawai dapat dipercaya, nyaman saat bertransaksi,
pegawai secara konsisten melayani dengan sopan santun, pegawai
memiliki pengetahuan dalam memberikan jawaban atas pertanyaan
yang didapat.

Tangibles (Bukti Fisik)

Merupakan dimensi yang meliputi penampilan fisik, personal,
peralatan dan alat komunikasi. Indikator dalam dimensi bukti fisik
yaitu penampilan pegawai, penampilan fasilitas fisik, penampilan
peralatan dan penampilan material yang digunakan dalam

menginformasikan layanan.



43

10. Pemahaman Peraturan Perpajakan
a. Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
berasal dari kata paham yang berarti pengertian; mengerti benar
(akan); tahu benar (akan); pandai dan mengerti benar (tentang suatu
hal). Sedangkan pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI) memiliki pengertian sebagai proses, perbuatan memahami
atau memahamkan. Pemahaman merupakan kemampuan yang
dimiliki oleh individu dalam mengerti dan ‘memahami makna
mengenai suatu hal yang dipelajarinya.

Menurut Arikunto dalam (Lazuardini et al., 2018) mengatakan
bahwa :

“pemahaman merupakan sesuatu hal yang kita pahami serta
mengerti dengan benar. Pemahaman merupakan bagaimana
seseorang dalam mempertahankan, membedakan, menduga,
menerangkan, menyimpulkan dan memberikan contoh.”

Peraturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
memiliki arti sebagai tatanan (petunjuk, kaidah, dan ketentuan) yang
dibuat untuk mengatur. Menurut (Pandiangan, 2014, p. 64) dalam
bukunya yang berjudul administrasi perpajakan mengatakan bahwa :

“peraturan pajak merupakan setiap peraturan atau ketentuan
dalam bidang perpajakan yang dikeluarkan oleh institusi
pemerintah yang berwenang dalam mengatur tentang pajak.
Ketentuan tersebut dapat bersifat umum yang mengikat secara
bersamaan antara pengelola pajak atau instansi pemerintah

dengan masyarakat sebagai pelaksana pemenuhan kewajiban
perpajakan.”
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Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses yang
dilakukan oleh wajib pajak dalam memahami dan mengetahui tentang
peraturan perundang-undangan dan tata cara perpajakan serta
menerapkannya dalam kegiatan perpajakan (Pebrina & Hidayatulloh,
2020).

. Ciri-Ciri Pemahaman Peraturan Perpajakan
Ciri-ciri pemahaman peraturan perpajakan menurut (Lazuardini et

al., 2018) adalah sebagai berikut :

1) Paham dengan cara-cara dalam perpajakan, memahami akan hak
dan kewajiban sebagai wajib pajak, melaporkan dan meyetorkan
SPT, memiliki NPWP, tepat waktu dalam membayar pajak

2) Paham dengan sistem yang diterapkan di Indonesia yaitu
mengenai self assessment system yang memberikan kebebasan
untuk wajib pajak dalam mendaftarkan diri, menghitung,
membayar dan melaporkan pajak terutangnya secara mandiri.

3) Paham dengan 2 fungsi pajak, yaitu fungsi penerimaan dan fungsi
mengatur. Fungsi penerimaan berarti pajak merupakan pendapatan
negara yang digunakan untuk kebutuhan rakyatnya, sedangkan
fungsi mengatur berarti tujuan adanya pajak adalah untuk
mengatur sehingga dapat mencapai suatu tujuan dan melaksanakan
kebijakan yang ada dalam perekonomian dan dalam kehidupan

sosial.
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c. Tujuan Peraturan Pajak

Peraturan pajak merupakan dasar hukum dalam perpajakan di

Indonesia yang dilakukan secara terstruktur mulai dari UUD hingga

peraturan Direktur Jenderal Pajak. Menurut (Pandiangan, 2014, p. 65)

adanya peraturan perpajakan adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

Menghindari kesewenang-wenangan pemerintah dalam memungut
pajak.

Agar tidak ada keraguan dalam pelaksanaan pemungutan pajak,
karena ada dan jelas dasar hukumnya.

Sebagai rambu-rambu bagi instansi perpajakan dan wajib pajak
agar dalam melaksanakan pengenaan pajak dapat dilakukan
dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

Menciptakan kesatuan dan kesamaan akan pengetahuan,
pemahaman dan persepsi dalam pelaksanaan pengenaan pajak
antara instansi perpajakan dengan wajib pajak.

Mengurangi dan bahkan menghilangkan kemungkinan adanya

sengketa dalam pelaksanaan pungutan pajak.

d. Nomor Pokok Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan

kepada wajib pajak yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri

atau identitas diri wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban

perpajakannya. Setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP.
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Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) juga digunakan untuk menjaga
ketertiban dalam pembayaran dan pengawasan pajak. Setiap transaksi
dan kegiatan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP) vyang dimilikinya wajib untuk
dicantumkan. Bagi wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk
memperoleh NPWP, akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Halim et al.,

2020, p. 18).

Kewajiban dan Hak Wajib Pajak
Kewajiban wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2007 dalam buku (Resmi, 2019, p. 22) adalah sebagai berikut :

1) Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan
wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP), apabila telah memenuhi persyarat subjektif dan objektif.

2) Melaporkan usaha yang dimilikinya pada kantor Direktorat
Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau
tempat kedudukan pengusaha pengusaha dan tempat kegiatan
usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.

3) Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas
dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka

Arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta
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menyampaikannya ke kantor DJP tempat wajib pajak terdaftar
atau tempat lain yang ditelah ditetapkan oleh DJP.

Menyampaikan SPT menggunakan bahasa Indonesia dan satuan
mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya
diatur dan berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan.
Membayar pajak terutang dengan menggunakan Surat Setoran
Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran berdasarkan
dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan
pada adanya surat ketetapan pajak.

Menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak. orang pribadi
yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib
pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi wajib pajak orang
pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak.
Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang
dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan dan/atau memberikan keterangan lain yang

diperlukan apabila diperiksa.
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Hak wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007

dalam buku (Resmi, 2019, pp. 22-23) adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Melaporkan beberapa masa pajak dalam satu Surat Pemberitahuan
Masa.

Mengajukan surat keberatan dan banding bagi wajib pajak dengan
Kriteria tertentu.

Memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan 